'SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

e 'PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR T

‘Menirnb'a‘ng‘ 7

NOMOR 4 TAHUN 2022
- TENTANG
I ~ KETAHANAN PANGAN -
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
| BUPATI KARANGANYAR, !
a. bah;wa Pangan - merupakan- ha_kv ,‘asvasi*‘rnanusia,-
- seh}ingga - kebutuhan  Pangan sanlpai ’ .dengan
' perseorangan harus terpenuhl yang tercerrmn dar1
o tersed1anya Pangan yang cukup, baik Jurnlah maupun g :
mutunya, aman beragam mernenuh1 kecukupan G121
. mer‘ata dan terJangkau uﬁtuk mewujudkan Status G121 -
;yang baik agar dapat h1dup sehat akt1f dan' produkt1f o

o secara berkelanjutan

o b bahL/va Ketahanan Pangan merupakan hal yang sangat .

pentlng dalam rangka pembangunan manusm yang
' berkuahtas mand1r1 . dan sejahtera : melalu1
o -;‘perwu_]udan ketersed1aan Pangan yang cukup, aman _"
bermutu berglzl dan beragarn serta tersebar merata d1
I seluruh w11ayah dan terjangkau oleh daya beh o
4 masyarakat : ' ‘ '

C. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) =
huruf c Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerlntahan Daerah sebagalmana telah'wk

dlubah beberapa kali terakhlr dengan Undang-Undang
. 'T~'Nomor 11 Tahun 2020 tentang Clpta Kerja, maka
'penyelenggaraan Pangan : merupakan salah satu e

- y urusan yang menJadl kewenangan Pemermtah Daerah .

d'.: : bahwa berdasarkan ‘ pertlmbangan Sebagalmana e

dLmaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu. 1
: '_menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan .
Pangan : ’ i '

i
.
|

|
|



Merigingat ¢ 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
' | Republik Indonesia Tahun 1945;
2. ‘Undal_?’lg-Undang Nomor - 13 Tahun 1950 tentang
Pembéntukan Daerah-daerah =~ Kabupaten dalam
Llngkungan Propinsi Jawa Tengah,; ) |
3. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhkb
'Indon‘ema Tahun 2014 ‘Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587)
sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir
dengq"n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020‘téntang :
Ciptaui Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahu’n 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara |

Republik Indonesia Nomor 6573);
| ‘

- 1Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKIL/‘\N RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
} dan :
BUPATI KARANGANYAR

| MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.
BABI

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu -

Pengertian

Pasal 1
Dalam P‘eraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daer‘ah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemérmtah Daerah adalah kepala. daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang
,mem‘lmpm pelaksanaan urusan pemerlntahan yang |

menjadi kewenangan daerah otonom.



Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yahg d'isebut'
~dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai
unsur? penyelenggara pemerintahan desa.

Bupaéi adalah Bupati Karanganyar.

Pang%n adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,
,perika{nan, peternakan, perairan, dan air, baik yang
diolah maupun tidak diolah  yang diperuntukkari
sebagfai_ .makanan atau ‘minuin‘an bagi konsumsi
, kmanuisia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan
baku |Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan
‘dalami proses penyiapan, pengblahan, dan/atau
pembﬁatan makanan atau minuman. - - ;
. Gizi e‘tdalah zat atau senyawa yang terdapat dalam
Pangan yang terdiri atas karbohldrat protein, lemak
vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang
bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan rhanusia.
Ketahiahan P'angan “adalah = kondisi terpenuhinya
Pakngain bagi negara sampai,’de»ngan perseorangan, yang
tercermin dari tersedianyajpangan yang Cukﬁp, baik
- jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,
merata dan terjangkéu serta tidak bertentangan
denga‘n agama, keyakinan, dan budaya masyarakaf
untuk dapat hidup sehat aktif, dan produktlf secara
berkelanjutan » ‘ ,
. ‘Kedal,\l‘latan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang
secara mandiri menentukan. kebijakan Pangan yang
menjémin hak atas Pangan bagi rakyat. dan yang

memb\efikan hak bagi masyarakat untuk menentukan
sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya
lokal. | o

. Kemandirian Pangan adalah kemémpuan negara dan
bangga dalam memproduksi Pangan‘ yang beraneka
ragam dari ‘dalam negeri yang dapat menjamin
. pemel‘quhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di
Atmgkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi

sumber daya alam; manusia, sosial, ekonomi, dan,

- kearlfan lokal secara bermartabat.



10 Status CTIZI adalah kond1s1 kesehatan tubuh seseorang

‘ kebutuhan Pangan bagl negara sampai dengan

= yang merupakan hasil akhlr dar1 asupan makanan kez

- dalam tubuh dan pernanfaatannya

.Ketahanan Pangan adalah kOl’ldlSl terpenuhinya

- perseorangan yang tercermln dari tersed1anya Pangan'

a yang ‘cukup, ‘baik Jumlah maupun mutunya amarn,

beragam memenuh1 kecukupan GlZl merata dan

: terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,

; keyaklnan dan budaya - masyarakat untuki ;

192

rnewujudkan Status Gizi yang ba1k agar dapat hldup S

sehat‘ aktif, dan produktlf secara berkelanjutan

Keter?edlaan Pangan adalah - kOI‘ldlSl tersedlanya

S : Pangan dari hasﬂ produk31 dalarn neger1 dan Cadangan :

13.

‘ .
kPangan Nas1onal serta 1mpor apab1la kedua sumber

utama tidak dapat memenuhl kebutuhan

Cadangan Pangan adalah persedlaan Pangan untuk':

f‘konsums1 manu31a dan untuk menghadapl masalah

14,

kekurangan Pangan gangguan pasokan dan “harga, |

serta keadaan darurat

Rawa’nf Pangan adalah kondlsl ‘Suatu Daerah,

' ~masyarakat : atau rumah tangga’ yang : 'tingkat‘~

keter?edlaan dan Keamanan Pangannya tidak cukup

untuk memenuhl standar kebutuhan ﬁsmlogls bag1 _

15,

|
perturnbuhan dan kesehatan masyarakat

Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang

g ,d1a1am1 sebaglan besar masyarakat di- suatu w11ayah

- yang ‘dlsebabkan oleh, antar lain, kesulitan D1str1busr

a7

Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan

' hngkungan dan konﬂ1k sos1a1 termasuk akibat perang
16.

Masa'lah Pangan adalah keadaan kekurangan, ':

keleb‘ihan; dan/ atau ket1dakmampuan pe’rseorangan'

atau | rumah ‘tangga dalam ’rnemenuhi, kebutuhan

Pangan dan Keamanan Pangan

.D1str1bu31 Pangan adalah ~suatu keg1atan atau

serangkalan keglatan untuk menyalurkan pasokan

Pangan 'secara merata setlap saat guna memenuh1

: kebultuhan Pangan masyarakat




18

Penganekaragaman Pangan adalah upaya penmgkatan :

: Uketersedlaan dan konsum51 Pangan yang beragam

berg121 selmbang, dan berbasxs pada poten31 sumber

‘ daya lokal.

10,

|

Pangan Pokok :adalah Pahgén yang diperuntUkan

' sebaga1 rnakanan utama sehari- hari sesuai dengan

20.

"‘ 21

kondisi poten51 sumber daya dan kearlfan lokal

|

Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang

d1produks1 dan dlkonsum31 oleh sebaglan ‘besar

|

masyarakat Indonesia yang apablla ketersedlaan dan

harganya terganggu dapat mempengaruh1 stabilitas

ekonomi “dan menimbulkan geJQlak sosial ~ di

‘masyarakat.

. Pangan Lokal adalah makanan yang dlkonsum31 oleh

|

v.rnasyarakat setempat sesual dcngan potensi dan.

: kear1fan lokal.

- 22,

Kriteria Pangan Lokal adalah Pangan ba1k sumber

;karbohldrat protein, v1tam1n dan m1nera1 yang

d1produks1 dan dlkembangkan sesua1 dengan potens1

‘ sumberdaya wilayah dan budaya setempat

23,

24,

Kearifan Lokal adalah 1dent1tas atau keprlbadlan

|

‘budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa k

tersebut rnarnpu menyerap, - bahkan mengolah
kebudayaan yang berasal dar1 luér / bangsa lain menjadi
watak dan kemampuan sendlrl ;

Keterjangkauan Pangan adalah kemampuan rumah -

tangga untuk memperoleh cukup Pangan, balk yang

‘,berasal dari produks1 sendm stok, pembehan barter )

v ) hadlahl plnjaman dan bantuan Pangan

25,

Pangan Segar adalah Pangan yang ‘belum mengalaml‘

= pengolahan yang dapat dlkonsum51 langsung dan / atau

~ yang dapat menjadl bahan baku pengolahan Pangan.

26.

Pangan Olahan adalah makanan, atau rmnurnan hasil

prosés dengan cara atau metode tertentu, dengan atau

tanpa bahan tambahan.




27.Keamanan Pangan adalah kondisi dan ‘upaya yang

28.

29.

30.

31

32.

- 33.

34.

”perseorangan maupun beserta keluarganya yang

dlperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkman ‘
\
cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat

mengéanggu, merugil;an, _dan- membahayakan

keseh’atan manus1a

Produksi  Pangan adalah kegiatan atau proses
menglfjlasﬂkan, menyiapkan, mengolah; membuat,
menge}wetkan,i mengemas,  mengemas kembali,- :
dan/atau mengubah bentuk Pangan.

Bantu‘an Pangari adalah Bantuan Pangan Pokok dan
Pangap lainnya yang diberikan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat - dalam
menga‘tam Masalah Pangan "dan Krisis Pangan,
menmgkatkan akses Pangan masyarakat miskin
dan/ at‘au ngan Pangan. dan Gizi, dan kerjasama
internasional. -

Mutu 1??angan adalah nilai yang ditentukan atés dasar

krit(:rié} keamanan dan kandungan Gizi Pangan.

. Setiap brang adalah orang perseorangan atau korporasi

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.

Pelaku ‘Usaha Pangan adalah Setlap Orang yang
bergerak pada satu atau lebih sub51stem agr1blsms
Pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses
produk81, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan
penunjang | '

Pemangku Kepentmgan adalah orang perseorangan,

~rnasyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia

usaha,ﬁ media massa, lembaga swadaya masyarakat,
dan mitra | pembangunan: yang terkait dengan
pembangunan Pangan dan Gizi.

Petani| adalah warga negarai Indonesia, baik

|

melakl,‘lkan usaha tani di bldang Pangan.




35,

]
|

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang

- lahan; pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan

dikeiﬁbangkan secara konsisten guna ménghasilkan

- pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan

36.

37.

,kédaﬁlatan pangan nasional.

Pembud1 Daya lkan adalah Warga Negara Indone51a '
baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang

mata\ pencahariannya membesarkan membiakkan, A
dan/ atau memelihara ikan dan sumber hayati peralran
lalnnya serta memanen has1lnya dalam lingkungan
yang %erkontrol

Slstem Informa31 Pangan dan Gizi adalah sistem yang
mencakup keglatan pengumpulan pengolahan,
penganal131san, penyimpanan penyajian, penyebaran
data dan 1nforma51 dan penggunaan informasi tentang

Pangan dan Gizi.

Bagian Kedua

’I‘ujuah

Pasal 2

Penyelenggaraan Kétahanan Péhg’an di Daerah bertujuan -

untuk:

Ca.

meniﬁgkatkan kemampﬁan memprdduksi untuk
mencukup1 kebutuhan Pangan masyarakat
menyedlakan Pangan yang beraneka ragam dan
memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan G121 bagi
konsumsi masyarakat;

mengupayakan tingkat kecukupan Pangan, terufama
Pahga{n Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau
sesuai dengan kebutuhan masyarakat; -
meméermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi
masyérakét, terutama masyarakat Rawan Pangan dan

]
Gizi; -

meniﬂgkatkan pengetahuari dan kesadaran masyarakat

tentang Pangan ya'ngv' beragam bergizi seimbang dan
amanl bagi konsumsi masyarakat serta sesuai dengan

poten‘}si dan Kearifan Lokal;.

|
|
|



melindun‘gi dan méngembangkan sumbef daya Daeréh;- :

dan

. _memngkatkan kesejahteraan bag1 Petam dan Pelaku

Usaha Pangan -

' Bagian Ketiga
Ruang Lirigkup |

‘ Pasaiy 3

Ruang llngkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini me11put1: |

S a.

o :

o o

e
=

, kewenangan

5

fpenyelenggaraan Ketahanan Pangan |

‘cadangan pangan;

\

koordinasi, dan kerJasama,

. pengembangan sumber.daya manusia;

sistem informasi Pangan,

peran serta masyarakat;

. : infrastruktur;

pembﬂnaan, pengawasan dan pengendahan dan

| pembiayaan.

| ~ BABII
KEWENANGAN DAN STRATEGI |

o Bagian ._Kesétu :

Kewenangan -
> Pasal4 ,
Dalarin rangka mewujudkan ' Ketahanan Pan’gan" di
| Daerallh _ Pemermtah Daerah ~  berwenang
menyelenggarakan |

|

o an penyedlaan dan penyaluran Pangan Pokok atau

l

Pangan lainnya sesua1 kebutuhan Daerah dalam

\

rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan, :

b. pengelolaan Cadangan Pangan Daerah,;

- c penentuan harga mlnlmum Daerah untuk Pangan

Lokal yang tidak dltetapkan oleh Pemerlntah Pusat

o dan Pemermtah Daerah Prov1n51 dan




) d pelaksanaan ‘pencapaié.n ‘target konsumsi Pangan

(2)

- per kapita/ tahun sesu'ai, dengan angka kecukupan

Gizi.

Selam kewenangan sebaga1mana dlmaksud pada ayat |

’ n(l) dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan

|

Kemandirian Pangan penanganan kerawanan Pangan

~dan Keamanan Pangan Pemermtah Daerah berwenang

B “ a. menyedlakan 1nfrastruktur dan seluruh pendukung

~ Kemandlrlan Pangan pada berbagal sektor sesuai

’ kewenangan Daerah;

b. menyusun peta kerentanan dan Ketahanan Pangan

kecamatan, |
c. menangam kerawanan Pangan Daerah
d. melaksanakan pengadaan pengelolaan f dan
pc\enyaluran Cadangan Pangan Daerah dalarnk

g penanganan kerawanan Pangan Daerah; dan

el melaksanakan pengawasan Keamanan Pangan

NE

: Segar dan Pangan Olahan

|

f. »'n‘lelestarlkan ~dan mehndungl Pangan Lokal =

dilakukan terhadapy jenis/spesies dan/ atau Varieta‘s o
Pangan Lokal yang telah langka atau hamp1r punah o

Ketentuan lebih lanJut mengena1 kewenangan Daerah

dalar‘n rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan

Kemandlrlan Pangan, penanganan kerawanan Pangan ’

‘ i

dan Keamanan Pangan sebagaumana dlmaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dlatur dalam Peraturan Bupat1

5 , Bagiah' chua ,

i fStrategi” |

Pasal 5

; kPemerlntah Daerah dalarn melaksanakan kewenangannya

,‘ sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ,

: strateg1

Ca. penyelenggaraan Ketahanan Pangan dengan . Sistemx '

Ketahanan Pangan

i b mempercepat penganekaragaman Pangan dan Gizi;

c. penguatan kelembkagaan Pangan dl; Daerah,




v d pembentukan Desa Mandiri Pangan dan

(2)

,(1)

(2)

e. kebgakan sistem perizinan dan pengawasan terpadu guna
memperketat alih fungsi’ lahan pertaman
Strategl sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) d1tuangkan

|
dalam:

|
a. rencana pembangunan Daerah;

b. roadmap (peta jalan) peningkatan produkt1v1tas hasil

tanaman Pangan,

“c. rencana aksi pemantapan Ketahanan Pangan; dan

d. rencana Daerah lain terkait Pangan dan Gizi.

%
| BAB III
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

| Pasal 6

Penyclénggaraan Ketahanan Pangan didasarkan pada

Sistem Ketahanan Pangan.

Sistetrn Ketahanan Pangan sebagaimanai/ dimaksud

pada ayat (1), meliputi :

a. Ketersediaan Pangan dengan sumber utama
p}:nyediaan ‘dari produksi dalam négeri dan

Cfada’ngan Pangan;

" b. Kéterjangkauan Pangan oleh séluruih masyarakat,

‘baik secara fisik maupun ekonomi; dan
I ‘ : '
c. Pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas
k}onsumsi - Pangan dan = Gizi, ‘termasuk

; péngembangan Keamanan Pangan.




Bagian Kedua .

Ketersediaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

(1) Pernerintah Daerah  bertanggung jawab  atas

Ketersedlaan Pangan ‘di Daerah serta pengembangan
Produk81 Pangan Lokal di Daerah.

(2) Penyedlaan Pangan diwujudkan = untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi dalam mewujudkan Ketahanan
Pangan ' bag1 masyarakat rumah = tangga, dan
perseorangan secara berkelanjutan

‘ | Pasal 8

-Keterseciiaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (1) terdiri dari: o

a. »Produk51 Pangan;

b. kes1aps1agaan Kr1s1s Paﬁgah' |

C. penanggulangan Krisis Pangan; dan

d. Penganekaragarnan Pangan

‘ ! ' | | Paskayl 9
»Penyediaflan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
~ ayat (2) ailakukan dengan : |
a. mempertahankan ketersediaan lahan pertaman Pangan
berk’elanjutan,
b. merr‘lot;vas/l dan menggerakkan masyarakat dalam
memproduksi Pangan yang cukup dan berkelanjutan;
C. rnéndororig peran serta masyarakat dalam Pro'duksir
Panéan dan Cadangan Pangan; |
d. 'menzingka‘tkan - kemampuan = dalam pengelolaan
‘Cadangan Pangan; | _
e. membuka kesempatan bagl Pelaku Usaha Pangan dan
’ masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya

pen&ediaan Pangan yang' cukup dan bérk'elahjutan; dan
\ .
| .
|

|



melibatkan Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat

|

, dalam penyedlaan Cadangan Pangan

Paragraf 2

Produksi Pangan

'Pés'al 10
Pem%rintah Daerah  melaksanakan peningkatan

produksi dan produktiVitas komoditas Pangan

. sebe{gaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

5)

Penihgkatan produksi dan produktivitas komoditas
Pén‘gan seb’agvairnana dimaksud pada ayat ’(1),
dllakukan dengan: |
a. memngkatkan potensi Produk31 Pangan dengan’
| llnemanfaatkan sumber daya, 11mu pengetahuan dan
,teknologl sarana - dan prasarana Pangan,
kelembagaan Pangan dan akses permodalan |
b. . menetapkan lahan pertanian Pangan berkelanjutan
melestarlkan sumber daya air; ‘
i‘nelaksaﬁakan ‘pengendalian terhadap ancaman
Produk81 Pangan; dan \
e. mendorong kelkutsertaan masyarakat dan dunia
usaha dalam ‘Prod_uk31 Pangan dan ‘Cadangan
Pangan. -

Peningkatan Produksi Pangan melalui pemanfaatan

.suntqber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huﬁuf a, antara lain melalui pemanfaatan lahan

‘pekarangan.

Penetapan lahan pertanian Pangan' berkelanjutan

sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur

|

sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. -

Melestarlkan sumber daya air sebagaimana dimaksud
hl

pada ayat (2) huruf c, adalah pengelolaan dan

|

pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan secara
arif dan bljaksana '




6) Aﬁcaman ProdukS1 Pangan sebagalmana dlmaksud
e pada‘ ayat (2) huruf d, merupakan ancaman yangf ;
o dlsebabkan oleh: ’
\ a. perubahan 1k11m, ‘
, b.‘ serangan orgamsme pengganggu tumbuhan serta -

- wabah penyakit hewan dan 1kan,

a o

bencana alam,
'bencana sos1a1
e. pencemaran hngkungan o |
; f. d‘egradam sumber daya lahan dan air;
g. k\ompetml pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan ‘
h.

|

d1smsent1f ekonoml

alih fung51 penggunaan lahan dan -

U b e

; Pafagraf 3
J ,Kesiaps’iagaa’nq"Krisis Pangan
Pasal 11

'Ke51aps1agaan Krisis Pangan sebagalmana d1maksud

~dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
Ca. kr1ter1a KrlSIS Pangan ‘ ,
b. program ke&apsmgaan KI’ISIS Pangan dan

C. kedaruratan KI‘ISIS Pangan

Pasal 12

Kriteria Krisis Pangan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal

11 huruf a mehputl

a penurunan Ketersedlaan Pangan Pokok bagi sebaglan ’
besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu \
,'b. 1onjakan harga Pangan Pokok dalam Jangka waktu
| ‘terte’ntu dan/ atau | ; ‘ _
c. ;penurunan konsumsi Pangan Pokok sebag1an besar .
ma_syarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesual

‘norma Gizi.




- (1)

: Pasal 13
i

Pemermtah Daerah menetapkan program kes1aps1agaan

Kr131s Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

, huruf b.

5@t O

'Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah paling

sedik’it' memuat:

a. organisasi

b. koordma31

c fasﬂltas sarana, dan prasarana,

d. Helatlhan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
ﬁrosedur penanggulangan; : |

t;indakan mitigasi; _

kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan | 7
pemb‘erian" informasi ~ dan instruksi kepada

masyarakat '

* Program kes1aps1agaan Kr1s1s Pangan Daerah disusun -

berdasarkan kajian yang pahng sedikit meliputi :

a. anahsls risiko;

e b perklraan kebutuhan Pangan dan

C dampak Krisis Pangan

-4

Program ke51aps1agaan KI‘ISIS Pangan Daerah disusun
berc{iasarkan

a. krlterla Krisis Pangan,

b. has1l kajlan

(2)

c. program k631ap31agaan Krisis Pangan nasional; dan"

d. program ke31ap51agaan Krisis Pangan provinsi.

Program kesmpmagaan  Krisis Pangan  Daerah

d1mutakh1rkan paling sedlklt 1 (satu) kali dalam 3 (tlga)

tahun
\

| v
y ~ : Pasal 14

Kedaruratan Krisis Pangan sebaga1mana dlmaksud
dalam Pasal 11 huruf c, ditetapkan berdasarkan skala
Kri%is Pangan. | | ,
Kedaruratan Krisis Pangan terjadi jika skala Krisis
Parylga'n» " menunjukkan jumlah penduduk yang
me;ngalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh

persen) jumlah penduduk Daerah.



@

o Pangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), Bupati

)

Dalam hal Kr1s1s Pangan menunjukkan skala Kr1s1s

menetapkan status kedaruratan Kr1s1s Pangan tingkat

|

Daerah

Keter‘ltuan 1eb1h lanjut mengenau tata cara penetapan;

fstatus kedaruratan Krisis Pangan diatur dalam

(1)

; dalarn Pasal 8 huruf ¢ me11put1 keg1atan

Peraturan Bupatl

' Paragraf 4

' Penanggulangan Krisis Pangan

asal 15

Penanggulangan Kr1s1s Pangan sebagalrnana dlmaksud L

i a pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan

.-Pangan Pemerlntah Daerah

b. rJnoblhsam Cadangan- Pangan masyarakat d1 dalam

dan antar Daerah;

c '.menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/ atau

-~ d. tnener’a“’pkein‘ teknoldgi' untuk f'm‘engatasi Krisis

@ F

- Pangan dan pencemaran hngkungan

Penanggulangan Krisis Pangan sebagalmana d1maksud o

spada ‘ayat (1) dllaksanakan sesuai dengan program

; kes1aps1agaan Kr1s1s Pangan

(1)

Pasal 16

Bupat1 menetapkan status kedaruratan Kr1s1s Pangan

‘berakhir, apabila penanggulangan - Krisis ‘Pangan

- ~d1nyatakan berakhlr dan selesai oleh pemermtah

Dalam hal " Krisis Pangan dinyatakan N selesai
sebagalrnana dimaksud pada ayat (1) tetapi masyarakat -

rnas h  membutuhkan Bantuan Pangan, maka

|

| penanggulangan Krisis Pangan berasal dari Cadangan .

Pangan Daerah




’-Pasalg 17 |

. Ketentuan mengenai tata  cara penetapan = status

kedarura'ttan Krisis Pangan dan tata cara berakhlrnya status

'kedaruratan Krisis Pangan sebagalmana dlmaksud dalam

Pasali 14, 15 dan 16 dlatur dalam Peraturan Bupatl

‘ Paragraf 5

 Penganekaragaman Pangan

7’ Pasal 18 ,
o Penganekaragaman Pangan sebagalmana dlmaksud dalarn /
~ Pasal 8 ’huruf d dllaksanakan sebagai upaya rnemngkatkan’ |
Ketersedlaan Pangan yang beragam dan berba31s _pada
potensi sumber daya lokal untuk: ' \
Coa memenuh1 pola konsumS1 Pangan yang beragam, berglz1 ~
~ selmbang dan aman; Lot
‘ b mengembangkan usaha Péngan; dan /atau

c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

; ’ Pasal 19

o ’(‘1): Péngénekaragaman Pangan dllaksanakan de’ngan
x irmén‘lp‘erhatikan» sumber daya dan budaya lokal. |
(@ Penganekaragaman Pangan sebagalmana dlmaksudf
' pada:1 ayat (1) dilakukan dengan :

a. menmgkatkan keanekaragaman Pangan;

|

: b.{ r‘nengembangkan teknologl pengolahan dan produk
- Pangan; v

“C. "vmemngkatkan kesa’d‘aran _ 'ihasyarakat ﬁ‘ntuk

"r)nengkonsumm aneka ragam Pangan dengan pr1ns1p -

~ Gizi seimbang; dan ‘ : ,

- d. | 1"nelakukan sos1ahsa31 dan prom051 keanekaragaman ' {

Pangan.

, Pasai 20 &

- Dalam | meléksanakan = Penganekaragaman : Pangan

o sebagaumana d1maksud dalam Pasal 19 ayat (1) Pemerintah

f Daerah dapat menyedlakan sarana dan prasarana Pangan

', ytermasuk bibit tanaman dan;pupuk.




(1)

Pasal 21

Penganekaragarnan - Pangan sebaga1mana d1maksud

dalam Pasal 19 dilakukan melalui:

a penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan

(2)

(1)

(2)

b. p}engopUmalan Pangan Lokal;

c. ppngembangan teknologi dan sistem insentif bagi
usaha pengolahan Pangan Lokal;

d. pengenalan jenis_Pangah baru, termasuk Pangari

' ﬂokal yang belum dimanfaatkan; |

e. p;engembangan diversifikasi = usaha tani dan
perlkanan

f. p‘emngkatan ketersediaan dan akses bemh dan bibit
tanaman ternak, dan ikan; _

g. pengoptlmalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan
pekarangan

h. penguétan koperasi, . usaha mikro, kecil, dan

'-r!nenengah di bidang Pangan; dan

i ﬁengembangan industri Parigan yang berbasis

~ Pangan Lokal.

Penganekaragaman Pangan mehbatkan peran serta

masyarakat dan seluruh Pemangku Kepentingan di

Dagl‘”ah.

e

'Penétapan kaidah Penganekaragaman Pangan

seba}gaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a
berpedoman pada' -

a. p‘r1ns1p Gizi selmbang,

b. berba51s sumber daya dan keanfan lokal;

C. r:‘glmah hngkungan, dan

d. aman.

Pr1n31p Gizi selmbang sebagalmana dlmaksud pada ayat ‘

(1) \huruf a diukur dengan pola Pangan harapan

" dan / atau ukuran lamnya

@

\
Penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya dan

Kearlfan Lokal adalah makanan yang d1konsums1 oleh -

|
masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan
Kea‘rlfan Lokal.

!



. (4) Penganekaragaman Pangan harus mengandung bahan- R

;bahan yang ramah hngkungan

6

Penganekaragaman Pangan aman adalah Pangan layak

|

dxkonsum51 adalah Pangan yang - tldak ‘busuk, tidak

menjljlkkan dan bermutu balk serta bebas dari tiga

&)

‘cemaran yaitu cemaran blOlOgl, kimia dan ‘cemaran fisik.

Pasal 23 s
Pengoptlmalan Pangan Lokal sebagalmana dlmaksud

dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:

a. peningkatan' ko‘nskis:tensik - kuantitas,  mutu,

|

kontlnultas dan Keamanan Pangan Lokal,;

|

b. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal

()

@

c. p'engembangan statlstlk Produks1 Pangan Lokal

d. “penehtlan pengembangan, dan pengkajlan Pangan
) Lokal dan k: '

e prom031 dan eduka51 Pangan Lokal

‘Pangan Lokal sebagalmana dimaksud . pada ayat (1)

|

har}us memenuh1 kr1ter1a dlproduk31 dlpasarkari

~dikonsumsi secara turun temurun dan hasil kreativitas -

v |
budaya masyarakat setempat

; ‘Ketentuan leblh lanJut mengenau kr1ter1a dan tata cara

' penetapan Pangan Lokal sebagalmana d1maksud pada

ya‘t 2 ) diatur dalam Peraturan Bupati.

f~ A g

}; : : Pasa124:
‘Pengembangan teknolog1 pengolahan Pangan Lokal

sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf [«

_dllakukan 7 ‘melalui peneht1an pengembangan e

pengkajlan dlsemlna81 ~dan pemngkatan akses fisik

‘dan ekonorrus Petani dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.

Pengembangan sistem insentif bag1 usaha pengolahan

|

- Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 -

aya’lt (1) hurufc dilakukeih melalui penyediaan dan/atau

|

peningkatan akses atas teknologl lnforma31 sarana

- produksi, modal pemasaran, . dan “pembinaan -

manajemen usaha untu:k melihdungi dan’ menumbuh
kembangkan usaha perigolahan Pangan Lokal séSuai‘

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 25

Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang "

belum dlmanfaatkan sebagalmana‘d1maksud dalam Pasal 21
ayat (1) ‘huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi,

|

pengembangan usaha dan fa3111ta31 pemasaran.

|

|

Pasal 26 |

Pengembangan diversiﬁkasi ‘usaha tani dan perikanan
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e
d1lakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, \
ternak, dan/ atau 1kan dan sumber daya secara terpadudan

‘ berkelanjutan

N

| .

, Pésal 27 _

Peningkatah ketersediaan dan akses benih dan bibit

tanarnan, ternak dan ikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (1) huruf {, dapat dilakukan melalui: _

a. procﬂuks1 benih dan bibit tanaman ternak, dan-ikan
dalam negeri; '

b. pemblnaan Petani dan pembudldaya ikan dalam
menghasﬂkan benih dan b1b1t tanaman, ternak dan
1kan ‘ |

- c pengembangan pemasarén benih dan bibit t(anaman,v
ternlelk, dan ikan; dan , |

d. pémb_erian subsidi benih dan‘bibit tanaman, ternak, dari |

ikan sesuai dengan kebutuhan.

1 L - Pasal 28
(1) Penéoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan
peks‘a.rangan. ' Sebagaimanél dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan
kesesuaian lahan dan agroek031stern untuk mewujudkan
Ketahanan Pangan berkelanjutan.
(2) Penggoptimalan lahan = pekarangan  sebagaimana
dimngUd pada - ayat (1) dilakukan melalui -
perribudidayaain aneka jeﬁis tanaman, ternak, dan ikan

|

untuk mendukung Ketahanan Pangan kel_uarga. :




Pasal 29

Penguata;n koperasi»,, usaha mikro, kecil dan menengah di

bidang Péngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (1) huruf h, dapat dilakukan melalui:

a.

dukungan kebijakan dan pember1an 1nsent1f ekonomi
dan n‘on ekonomi untuk budldaya dan pengembangan
usaha produk Pangan Lokal; ,

penmptaan dan pengembangan teknolog1 tepat guna
untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan
menjamin mutu dan keamanan produk Pangén Lokal,

fasilitzj:lsi untuk mengaksesb- teknologi, sarana produksi,

permodalan, pengolahan dan pemasaran Pangan bagi

usaha Pangan Lokal;

pembmaan kew1rausahaan penguatan kelembagaan

~dan kemltraan usaha Pangan Lokal,;

o kemudahan pemberlan perizinan usaha Pangan Lokal;

dan |
pehgembangan permintaan produk Pangan Lokal

melalui fasilitasi sosialisasi, promosi dan edukasi.

Pasal 30

Pengembangan 1ndustr1 Pangan yang berbasis Pangan Lokal

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i

dilakukaq melalui:

a.
b.

C.

pemaﬁfaatan bahan baku lokal;
pembe%rian insentif usaha‘Parigan Lokal;

inkub?si industri Pangan Lokal; dan

dukuﬁgan infrastruktur - dan regulasi  untuk

meningkatkan efisiensi dan daya saing.




(1)

(2)

Bagian Ketiga

Keterjangkauan Pangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Pemerintah Daerah  bertanggung = jawab dalam

mewujudkan Keterjangkauan Pangan bagi masyarakat,

rumah tangga, dan perseorangan. |
Dalam méWujudkan Keterjangkauan Pangan
sebagalmana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah -

Daerah melaksanakan keb}uakan di bidang:
a. distribusi; ‘ ’ |

b. pemasaran;
|

- c. p;erdagangan;

(1)

2

stab1hsas1 pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
e. BJ»antuan Pangan
‘ Paragraf 2

| l Distribusi Pangan

r : Pasal 32

Pemerinfah' Daerah se‘spai‘ dengah kewenangannya
bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan.
Distfibusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui: o

a. pengembangan sistem Distribusi Pangaﬁ yang
, menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan

: eﬁ51en,

b. Pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat

meningkatkan '~ Keterjangkauan ~ Pangan,
mempertahankan Keamanan Pangan, Mutu Pangan,
,'G1z1 dan tidak bertentangan dengan agama,

|
keyakman dan budaya masyarakat; dan

c. perquudan kelancaran dan keamanan Dlstr1bu31

: Pangan
\

1

|



Pasal 33 - |
1) Pengembangan sistem DlStI‘lbUSl Pangan sebagaimana.

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a mellpqtl

|-
g
|

~ pengembangan:
a.. inffras}truktur Distribusi Pangan,;
b. sérana Distribusi 'Pangan; dan
c. kélembagaan Distribusi Pangan.
(2) Pengiembangan infrastruktur  Distribusi = Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
o sedik’it mencakup
a. infrastruktur _]alan
b.. ullfrastruktur prasarana perkeretaaplan :
C. Umt pengolah dan pemasaran Pangan; -
d. Jembatan dan
e p‘ergudangan yang sesua1 untuk Distribusi Pangan.
() Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagalmana
dlmaksud pada ayat (1) huruf b pahng sedikit
mencakup ‘ R ‘
a. ‘sarana transporta31 _]alan perkeretaaplan dan
b. sarana transportasi khususruntuk Distribusi Pangan
grang 4dapat mempertahankan keamanan, mutu, Gizi
dan tidak bertentangan dengan ‘agama, keyakinan,
dan budaya masyarakat ; ;
(4) Pengembangan - kelembagaan  Distribusi  Pangan
| sebégaimana dimaksud ‘pada ayat (1) huruf c paling
sedifkit mencakup: j -
‘a. bengembangan ’lembaga penyedia jasa angkutan,
| ‘bongkar muat, asuransi angkutan, dan lembaga jasa
pergudangan ‘
-b. pengembangan lembaga pemasaran, dan

c.. pengaturan Distribusi Pangan . yang dapat

,‘memperlancar pasokan Pangan

1 "~ Pasal 34

' (1) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana
~ dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b meliputi :

a. vpem’binaan; ‘ |

b. . pemantauan;




c. pengendalian; dan
d. fa§ilitasi. |
(2). Ketentuan  lebih lanjut = mengenai  Pembinaan,
pemantauan, pengendalian, dan fasilitasi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) ‘akan diatur dengan Peraturanr

|
Bupati.

|

’ Pasal 35 ‘
Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf ¢

rrieliputi-‘ | |

a. pengaturan arus Distribusi Pangan dan

b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi
Cadangan Pangan dari wilayah surplus ke wilayah

yang mengalaml kekurangan Pangan dalam Daerah.

Paragraf 3

Pemasaran Pangan -

Pasal 36

Pemermtah Daerah berkewa_]lban melakukan pembinaan
kepada !plhak yang melakukan Pemasaran Pangan dan
melakukan promosi unt},lk meningkatkan pemasaran dan

penggunaan produk Pangan, terutama Pangan Lokal.

~Paragraf 4

Perdagangan Pangan

1 ' ) Pasal 37 |
(1) Pemerlntah Daerah bérkewaj iban mengatur

perdagangan Pangan.

o (2) Pengaturan perdagangén Pangan  sebagaimana

dlmaksud pada ayat (1) bertuJuan untuk:

a. stablhsa31 pasokan dan harga Pangan terutama

Pangan Pokok;
b r‘nanajemen Cadangan Pangan; dan

pen01ptaan iklim usaha Pangan yang sehat



(1)

- (2)

Paragraf S
Stab111sas1 Pasokan dan Harga Pangan Pokok
~ Pasal 38

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan stabilisasi

»pasokan dan harga Pangan Pokok di tlngkat produsen

dan konsumen

Stab;hsas1 pasokan dan harga Pangan Pokok

‘ sebaéaima’ria dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk

melirjldungi pendapatan dan daya beli Petani, Pembudi

Daya{ Tkan, d'an' Pelaku Usaha Pangan serta menjaga

keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok.

!

| -
- Pasal 39

Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan melalui:

a.

(1)

(2

)

penéelolaan dan pemeliharaan Cadangan - Pangan
; ‘ : _

Daefah'

pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan, dan

|
pengaturan kelancaran distribusi antar w11ayah dalam

Daeljah

Pasal 40

Pemermtah Daerah dapat menentukan harga m1n1murn

1

Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh
Pemerintah. ‘
Ketentuan lebih lanjut mengena1 Penentuan harga&
Panigan Lokal mlmmum Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Bantuan Pangan

. Pasal 41
Pemermtah Daerah memberikan Bantuan Pangan
kepada rnasyarakat miskin dan masyarakat yang

mengalaml Rawan Pangan dan Gizi.




- dilakuk‘an ~dengan mengﬁta'makan pfoduksi dalarr:l

negerl dan Kear1fan Lokal. -

L (3) Ketentuan 1eb1h 1anjut mengenal kr1ter1a dan tata caraf :

o

penyaluran Bantuan Pangan sebagalmana dlmaksudv

pada ayat ( ) d1atur dalam Peraturan Bupat1

Baglan Keempat

, Pemanfaatan Pangan

‘ *Péragrafl

- Umum

Pasal 42

(1) Pem?rlntah Daerah bertanggung jawab : untuk

memngkatkan kuahtas konsum31 Pangan dan Gizi

dalarln pemanfaatan Pangan secara propors1onal

(2) Kuahtas konsums1 Pangan ' sebagalmana dlmaksud ‘

f

pada ayat (1) terd1r1 dar1

P

a. konsurn81 Pangan; e

b ;Vpenganekaragaman konsum31 Pangan, :
- kc‘. : p'erbalkan Gizi; dan e

Keamanan Pangan
Paragraf 2 ‘_
B Konsums1 Pangan
: | ’ Pasal 43 , i

Pemérin[tah : Daerah berkewajlban memngkatkan S

»pemenuhan kuantltas dan kuahtas konsum31 Pangan

. masyarakat melalul

Ca. penetapan target pencapalan angka konsum31 Pangan o

per kaplta per tahun sesua1 dengan angka kecukupan
: GlZl ’

b. penyed1aan Pangan yang beragam berglzl selmbang,'

‘~‘aman ‘dan tidak bertentangan dengan agama,

o ikeyakman dan budaya masyarakat di Daerah dan




k"pengembangan ' pengetahuan ; dan kerﬁampuan'. ‘

, masyarakat dalam pola konsum31 Pangan yang beragam, ) ‘

berg121 selmbang, bermutu dan aman,

Paragraf 3

Penganekaragaman Konsum31 Pangan ,

. Pésal '44

Pem?r1ntah ADaerah berkewajlban - m‘ewuj'udkan =

: penganekaragaman konsum31 Pangan untuk memenuhi

| kebutuhan ‘Gizi rnasyarakat dan mendukung hldup

& seha{t akt1f dan produktlf

Penganekaragaman konsumsi Pangan ‘sebagaimana

dlmaltksud pada ayat (1) dlarahkan untuk memngkatkan -

kesadaran masyarakat dan membudayakan pola -

' konsurn81 Pangan yang beragam, berglzl seimbang, dan -

' arnan serta sesuai dengan potenSI dan keanfan lokal

. Pasal 45 -

Penganekaragaman konsums1 Pangan dllakukan dengan |

a.
b

memprom031kan penganekaragaman konsumsi Pangan B

f
mer%lngkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
untuk mengkonsum31 aneka ragam Pangan dengan

pr1ns1p Gizi se1mbang,

.

. memngkatkan keterampllan masyarakat dan pelaku

,usaha dalarn pengembangan olahan Pangan Lokal yang

beragam berg1z1 selmbang dan aman; dan"

. mengembangkan dan mend1sem1na31kan teknolog1 tepat .

‘ guna untuk pengolahan Pangan Lokal

(1)

' Paragraf 4 |

7 Perbaikan Gizi

Pasai ’46‘

Pemermtah Daerah berkewa_]lban rnenyelenggarakan R

upa[lya perbalkan Gizi masyarakat




‘ ’(2) ’Penyelenggaraan upaya perba1kan GlZl masyarakat_ :

) sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan :

melalm

- ‘a. . perbalkan pola konsum31 Pangan perseorangan dan

e masyarakat yang beragarn berglzl smlbang dan

_} ¥ aman - ; ; |
b. ‘pemenuhan kebutuhan Gm bagl kelompok rentan;

: “dan:'ﬁ

| c peningkatari konsumsi Pangan hasil produk ternak,

i]’&an sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian
| 'lfkal |

Pemermtah ‘Daerah menyusun Rencana Ak31 Pangan

dan GlZl setlap 5 (hma) tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan -

penci,tapan Rencana AkSl Pangan dan Gizi Sebaga1mana :

g vdlmaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan

Q)

' Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah menjamin

Bupat1

Péragi”af 5 :

. Keamanan Pangan

e Pasal 47
|

Dalam upaya menunjang penyelenggaraan Ketahanan

|
|

i terw’u_mdnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di

- setiap rantai Pangan secara terpadu.

«Keamanan Pangan sebagalmana dlmaksud pada>

ayat‘ (1) dlselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap

.aman, higienis, bermutu bergizi, dan - tidak

bertentangan dengan agama keyaklnan, dan budaya

. kmasyarakat

f

Keamanan Pangan dlmaksudkan untuk mencegah;v

kemungkman cemaran blOlOng, klmla dan benda lain

yang dapat | mengganggu g meruglkan "da'ri~

|-
membahayakan Kesehatan manu31a

Ketentuan leblh lanjut mengenal penyelenggaraan_‘

|

Keamanan Pangan . sebagalmana dlmaksud padav

|

\ ayat (1) dlatur dalam Peraturan Bupatl




BAB IV |
CADANGAN PANGAN
Bagian Kesatu 3

»Umum

, Pasal 48
Penyelénggaraan Cadangan Pangan dllaksanakan oleh:
a. Pemermtah Daerah '

b pemermtah desa dan / atau ,_

ﬁ C. masyarakat

; , ‘Pasal 49
Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui:
‘a. pengadaan ‘ ST
b. pengelolaan dan

C. peny’aluran dan pelepasan L

Baglan Kedua _

B Cadangan Pangan Pemermtah Daerah

"P'arag_xr'af 1

‘Umum

Pasal 50

: Dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemerlntah B

: D‘aérah dapat bekerja sama’ dengan badan usaha milik

yl/\Iegara, dan/ataﬁ badan"‘vusaha};'mlilik -Daerah di‘bid'ang"

Pangan.

PasalSl S

(1) Dalam hal badan usaha milik Daerah sebagalmana‘

dlmaksud dalam Pasal 50 belum dapat menjalankan

~usaha ‘pengeloléanv Cadangan ‘Pangan, Pémerir‘ltah‘ .

‘Daerah dapat bekerja sama ‘dengan pelaku usaha

g

'_ Pangan atau koperas1 yang bergerak/ menjalankan

fusaha d1 bldang Pangan :




@

. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah diatur

"Ketentu’ank 1ebih lanjut - mengenai  kerjasama’

|

& 'dalam Peraturan Bupat1

()

‘ dlpe}roleh melalui pembehan produks1 dari dalam negeri

; Péragraf 2

Pe’ngadaan b

~ Pasal 52

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah = Daerah

; dengan mengutamakan produk31 petam yang aman dan
o bermutu | ‘
@

Pembelian Cadangan - Pangan <Perynérintah‘ Daerah

|

- sebagaimana difnaksud :pada ayat (1) dilaksanakan

|

-~ sesuai dengan ketentuan : peraturan perundang-

)

|

undangan ’
Keténtuan leblh lanJut : 'mengenai - pengadaan

‘Cadangan Pangan Pemerlntah Daerah sebagaimana

: - dimaksud pada ayat ) dan ayat (2) diatur dalam

S ""'Peraturan Bupat1

 Pasal 53

_Jenis dan. jiimlah Pangan Pokbk Terteritu sebagai :

Cadangan Pangan Pemermtah Daerah d1lakukan o

| dengan mempertlmbangkan

‘,ya Produks1 Pangan Pokok Tertentu d1 w1layah

gb kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat

dan :

c. k?rawanén Pangan di Daerah. :

Jenis’ dan‘ jumlah Pangan ‘ Pokok Tertentu sébagai

.Cadangan Pangan Pemermtah Daerah sebageumana

,{dlmaksud pada ayat (1) dlsesualkan dengan:

’ a. kebutuhan konsumsi masyarakat, dan

. b. potensi sumber daya Daerah

I

'»Jems dan Jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagal"

'Cadangan Pangan Pemermtah Daerah sebagalmana‘

; ,chrnaksudpada ayat (1 )‘dltetapkan oleh Bupati.




Paragraf 3

', Pengelolaah

’ SRS Pasal 54

' (i) Penéelolaan C_Vadanganj'Paﬁgan‘ Pemerintah Daerah

,dilal}mkan untuk menjaga kecukupan Cadangan

Panigan Pemefintah Daérah, ahtar_ Daerah, dan antar

waktu. | o |

(2) Dalérn melaksanakan pengelolaan  sebagaimana

| ,dlmaksud pada ayat (1) Pengelola Cadangan Pangan

Pemermtah Daerah dapat beker_]a sama dengan pihak

lalrrl : '

(3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

sebagalrnana dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan

E sesual dengan ketentuan peraturan perundang—

undangan ‘

f } - Pasal 55

(1) Pengelola menjaga kualitas  Cadangan Pangan

Pe‘merintah Daerah yang disimpén.

(2) K&alitas' Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
sebagalména yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

T ~ Pasal 56 |

Pihal& lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan

Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

: _Pasal S4 ayat (2) harus memenuhi 'syarat meliputi:

|

a. rnern1hk1 gudang penyimpanan sesuai dengan standar;

b.  memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan

Pangan

, memenuh1 standar pengamanan kualitas Pangan; dan
mem111k1 ‘ kernampuan

pendlstrlbu81an
g

dan kesanggupan



Pasal 57 k

o KerJa sama pengelolaan Cadangan Pangan Pernermtah ‘

Daerah (‘iengan plhak lain dlatur dalam bentuk perjanjlan |

kerja sama. ’ : :

; l o e Pasal 58 v
,V'Ketentualm leb1h lanJut mengena1 pengelolaan Cadangan’ '
i Pangan Pemermtah Daerah sebagalrnana dimaksud dalam
B Pasal 54 sampa1 dengan Pasal 57 diatur dalam Peraturan

’ Bupatl

' Péragrafk'4‘ -
: Penyaluran dan Pelepasan
: Pésal 759' :

(1) Penyaluran Cadangan Pangan - Pemermtah ‘Daerah

dﬂakukan untuk menanggulangl
a. kekurangan Pangan;
b gejolak harga Pangan,k ‘
c. bencana alam
~d. ]?encana sos1a1 dan/atau
-e. keadaan darurat . |
( )" Selain ‘penyaluran Cadangan | Pangaﬁ - Pemerintah
| Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat  (1), » |

penyaluran dapat dlmanfaatkan untuk

a. pernberlan Bantuan Pangan kepada masyarakat -

r’nlskln dan/ atau yang mengalaml Rawan Pangan

dan GlZl, dan/atau

b. pemberlan Bantuan Pangan kepada Pemerlntah |

’ 'Daerah lain.
Pasal' 60
; Ketentuan Ieblh lanjut mengena1 penyaluran Cadangan ; A

’ Pangan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 59 dlatur'

dalam Peraturan Bupatl

, v Pasal 61 ‘ ) ‘ ;
: (1) Pelepasan Cadangan Pangan‘ Pemermtah Daerah-
dllakukan melalui cara penjualan pengolahan

penukaran dan / atau hlbah

.
[
|
|
\



| (2) _Pelep'as’an sebagaimana ‘di}makSud pada ayat | (1)
| mempertimbangkan:
- a. rr’xa’sa kadaluarsa;

b. permasalahan darurat laln pada saat penylmpanan,

P d‘an / atau

c. ‘usul dari 'Perangkvat Daerah yang

| 'menyelenggarak‘an Cadangan VPanga'n‘ Pemerintah
Daerah.

(3) ’Pelelyoasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

deng’an cara penjualan sebagalmana dimaksud pada

yat (1) dllakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

(4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerlntah Daerah -

dengan cara penukaran sebagalmana dimaksud pada
'ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangl jumlah
‘ dan? mutu Cadangan Pangan sebelumnya.
o , : Pasal 62
Ketentuan leb1h lanJut mengenal mekanisme pelepasan

Cadangan Pangan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 61

~ diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 63

(1) Pemermtah Desa dapat menyelenggarakan Cadangan
Pangan Pemezjlntah Desa. ' ‘
(2) Ketentuan 'rriengenai pengadaan" péngeloiaan,
| 7pen;yaluran ~dan.  pelepasan  Cadangan Pangan
Pemermtah Daerah sebagaimana dlmaksud dalam Pasal
52 /sampal dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis
mutandls terhadap pengadaan, pengelolaan,
penyaluran dan  pelepasan Cadangan - Pangan
Pemerlntah Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (1).
(3) ,Ketentuan leblh lanjut mengenai cadangan Pangan

Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Desa.




Bagia_ﬁ Keernf)at

- Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 64

(1) Masyarakat berhak vméﬁye}lénggarakan 'Cadangarik >
. Pangan ' “ S . ‘ ‘ |
(2) Cadangan ; Pangan yaﬁg - diselenggarakan oleh
- krnasyarakat sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terd1r1
o atalsl ; , o o R
a. Cadangan Pangan di rumah tangga
: b Cadangan Pangan di komumtas dan

,c Cadangan Pangan di pedagang

 1“"‘“"_erm& |
Cadangan Pangan masyarakat dlperoleh dari produk31

: petam yang aman dan bermutu

, Pasal 66
(1) Cadangan Pangan masyarakat sebagalmana dlmaksud

dalam Pasal 65 berupa bahan Pangan Pokok Tertentu :

“dan/atau bahan Pangan Lokal / tradlslonal

(2) Cadjangan Pangan Masyarakat sebagalmana dlmaksud

- pada ayat (1) sesual dengan kebutuhan masyarakat

' serta pengetahuan dan teknologl masyarakat

' J' , : Pasal 67
Penyelenggaraan Cadangan Pangan masyarakat diatur
'sepenuhnya oleh masyarakat sesuai kebiasaan dan ’k
Kearlfan Lokal yang berkembang di masyarakat setempat

serta Isesuau dengan ketentuan peraturan: perundang- -

e undangan

| g A ’Pasal 68 o
) Pemermtah - Daerah dapat _'memfas111tasr~

penyelenggaraan Cadangan Pangan masyarakat ‘
' (2) Fas’lhtam : sebagalmana dlmaksud pada ayat  (1)
dllakukan terhadap: '

' a. Pengadaan bahan Pangan




b sarana dan prasarana, dan / atau

c. rnanaJernen penyelenggaraan

v ' ’P‘asal 69?' _

A (1’)k Pemerintah baeréh'mendoroﬁg p'eran serta masyarakat

‘“ : dalam keglatan : Cadangan kPangan' B 'dengan

menumbuhkan penyelenggaraan Cadangan Pangan d1 »
tmgkat masyarakat ' |

S (2) Pemerintah Daerah ) mendorong Penyelenggaraan

Cadangan : Pangan di masyarakat menjadi sebuah .

‘,‘l‘embaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

' (3;)‘ Kétentuan ‘lelbih vlanjut -‘Penyelehggafaan Cadangan )
8 Panzl;ah di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha
| ekbrliomi' masyarakat' él{an' diatur dalam Peraturan

- Bupati.
BABV
 KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesétu

~Umum

| Pasal 70
Pemerlntah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketahanan -

Pangan perlu melakukan koordma31 dan Kerjasama dengan |

|

- ‘,bp_ernangku kepentingan.

‘Bagian Kéd‘u'a‘
: Kdordinasi
jPasaI'71/ ’

,(1) Pemerlntah Daerah melaksanakan koordlna31 sesuar'-’_

dengan arah kebljakan nas10na1 dalam penyelenggaraan o

| Ketahanan Pangan ' ’ ‘
:(2) Ko&rdlnam sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
mehputl | o |
a. ‘(Peny1apan 'perUmuéan kebijakan peren_canaan

bldang Ketahanan Pangan di Daerah; g




(3)

b. Penyusunan rencana pembangunan Daerah di
"bldang Pangan dalam Jangka panjang, menengah
, dan tahunan dan '
c. Pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan di Daerah

Pemérmtah Daerah dalam rangka koord1nas1 Kebijakan

Pangan dapat membentuk Dewan Kebljakan Pangan

' Daerah

(4)

)

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengena1 Dewan Kebuakan .

Pangan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

‘Bagian Ketiga

Kerjasama

Pasal 72

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan
Inst;insi Dlinia Usaha, Pe‘rgurue‘m Tinggi dan Lembaga
lalnnya dalam rangka ‘penyelenggaraan Ketahanan
Pangan )

Kerjasama sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

dllaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
und‘angan
’ ~ BABVI
; PENGEMBANGAN ‘SUMBER DAYA MANUSIA

. Pasal73
| ,

Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya

‘manusia untuk mewujudkan Ketaharian Pangan

Pengembangan sumber ' daya manusia sebagaimana

dlmaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. pendldlkan dan pelatlhan di b1dang Pangan;

b. penyebarluasan ilmu pengetahuan teknologi dan
komun1kas1 di bldang Pangan

c. penyuluhan di bldang Pangan; dan

- d. ‘keglatan lainnya yang menunjang pengembangan

@)

sumber daya manusia di bidang Pangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber

daya manusia sebagalmana dimaksud pada ayat (2)

dlatur dalam Peraturan Bupatl



BAB VII
SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 74

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

mern‘bangun dan mengembangkan Sistem Informasi

Pangan
(2) Slstem Informa31 Pangan. sebagalmana dimaksud pada
ayat\ (1) dapat dlgunakan untuk:
a. perencanaan ‘
b.. kpemantauan dan evaluasi;
c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
d. ,pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah

Pangan'dan kerawane{h Pangan dan Gizi.
| ' | |

: _—
i‘ o Pasal 75
Sistem \ Informasi Pangan mencakup pengumpulan

pengolahan penganahslsan penylmpanan, dan penyajian

dan penyebaran data dan 1nformas1 tentang Pangan.
J
| D
] - _ Pasal 76 _
(1) Data dan informasi tentang  Pangan = sebagaimana

~ dimaksud dalam Pasal 75 paling sedikit memuat:

- a. Genis produk Pangan;

~ b. neraca Pangan; .
- C. \letak luas wilayah, dan kawasan Produksi Pangan,
d. \permmtaan pasar;
e. jpeluang dan tantangan pasar;
f. '\produksr,i; o
g. ”harga;
h. [ konsumsi; -

| Status Gizi;

—
H

je ’ ekspor dan impor;
k.| perkiraaan pasokan;,
l. \ perkiraan musim tanam dan musim panen;
m. | perkiraan iklim; dan

teknologl

7
|
|
|




(2) Data dan 1nforma31 tentang Pangan sebagaimana

(1

(2)

(1)

(3)

dimaksud pada ayat (1) dlutamakan untuk Pangan'

PokoL: Pangan Pokok ’I‘ertentu dan Pangan Lokal.
Pasal 7 7
S1stej*m Informa31 Pangan dlselenggarakan dalam bentuk
data dan informasi yang disampaikan secara cepat,
tepat dan akurat. ’ | |
Ketentuan lebih lanjut mengena1 pengumpulan data dan
1nformas1, serta penyapan dan penyebaran data dan .
1nformas1 Pangan sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (1)
dla'rcur dalam Peraturan Bupati. |
| } ~ BaBVII
i PERAN SERTA MASYARAKAT
‘ ., , | :Pasal 78
Masyarakat‘ dapat berperan serta dalam mewujudkan
Ke{tahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan ‘
Peran serta masyarakat sebagalmana dimaksud pada
ayat - (1) dilakukan dengan ' menyampaikan
permasalahan masukan, dan/ atau cara penyelesaian
Masalah Pangan dan G121 kepada Pemerintah Daerah.
P?nyampman permasalahan, masukan, dan/atau cara
pFnyelesaian Masalah Pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara lisan atau
tﬁ[:rtulis.

f

|

Pasal 79

Peran serta d
J unia usaha dalam penyelenggaraan Ketahanan

Pangan di'Daerah dllaksanakan sebagai bagian pelaksan
aan

tanggung jawab sosial dan hngkungan perusahaan sesuaj

dengan ketentuan peraturan perundang-

rundangan.

!
i

|

i
{

|



BABIX
| INFRASTRUKTUR
Pasal 80 |
(1) Pemerintah  Daerah = sesuai kewenangannya

menyediakan infrastruktur untuk . -mewujudkan

Ketahanan Pangan di Daerah

- (2) Penyedlaan 1nfrastruktur sebagalmana dimaksud

Ipada}i ayat (1) meliputi :

a
b.

C.

I[nfrastruktur jalan;

Infrastruktur jembatan; _
ergudangan yang sesuai untuk Distribusi

Pangan dan |

1nfrastruktur bongkar muat.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAiWASAN, DAN PENGENDALIAN

- Bagian Kesatu

Pembinaan -

‘ Pasal 81

(1) Perherintah Daerah rheléksanakan pembinaan dalam

upaya mewujudkan Ketahanan Pangan.

(2) Pemblnaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
berupa '
a. sos1ahsas1 progam dan - atau kebijakan

:penyelenggaraari Ketahanan Pangan; .

pendampingan  program penyelenggaraan
Ketahanan Pangan. | '
pemberdayaan masyarakat, kelompok dan/ atau

kader Pangan untuk mendukung ketahanan -

Pangan Daerah.



Bagian Kedua

Pengawasan

_ Pasal 82 '
(1) Peme’rintah Daeréh berwenang melakukan pengawasan
terhadap pélaksanaan Ketahanan Pangan. |
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
| dllakukan terhadap pemenuhan ketersedlaan dan/atau
kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan
terjangkau oleh daya beli masyarakat
|
e ~ Pasal 83
Pengavs;asan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat
(2) dilakukan melalui:

a. perhitungan neraca Pangan secara berkala;

pe:}igelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

o0 T

| \
Keamanan Pangan.

o

' [ _ Bagian Ketiga

| { ~ Pengendalian

| ’ Pasal 84
(1) ~P¢merintah Daerah melakukan pengendah'ari terhadap
pényelenggaraan Ke'tahanan Pangan.
(2) Pengendahan terhadap  penyelenggaraan Ketahanan
Pangan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1),
: dllaksanakan dengan:
a.ll penyesualan iklim;
b( pemanfaatan teknolo»gi;
c. pengembangan sumber ‘daya manusia; dan
d. penggunaan lahan = pertanian sesuai

peruntukannya.

perigeridalian pencapaian sasaran Produksi Pangan Daerah;

pengaturan Distribusi Pangan dan pemasaran Pangan; dan



BAB XI -
' PEMBIAYAAN

i lPa‘.salv 85
Pembiaya!;an pényelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah
bersumbér dari : ;
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumb‘e'r lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XI’I
KETENTUAN PENUTUP

; ‘Pasal 86
| Peraturaln Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini
" harus dijtetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan

Daerah %‘ni diundangkan.
\ ~ B - Pasal 87
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundarllgkan.

Agar Setiap Orang mengetahuiriya, memerjntahkan

_ pengun‘da'ngan' ~ Peraturan Daerah =~ ini dengan
penemp‘atannya pada Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar: | |

- Salinan sesuai dengan aslinya

Ditétapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 April 2022
BUPATI KARANGANYAR,

Ttd,

: B : - | : JULIYATMONO_
: Diundahgkén di Karangahyar " '
pada tanggal 13 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SR !
SUTARNO T e l

LEMBARAN DAERAH KAFUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAF)RAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH (4-54/2022)

|



- PENJELASAN
e -~ ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR |
NOMOR41AHUN2022jV el
~ TENTANG =~
;; KETAHANANPANGAN

I. UMUM ‘ | ; | g
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus menlngkatf

|

seiring dengan bertambahnya Jumlah penduduk Penyedlaan Pangan yang:

|-

i"memadal baik Jumlah maupun kuahtasnya bagl seluruh penduduknya ‘

‘~_seh1ngga dapat memenuhl standar hldup yang layak, merupakan kewaﬁbanrr o

g -(":negara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

: menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar itu merupakan baglan

Q_?darl hak asasi manu81a yang dxjamm di dalam Undang Undang Dasar k: e

| _‘»'-Negara Repubhk Indone&a Tahun 1945 sebaga1 komponen dasar untuk,

L muwujudkan manu31a yang berkuahtas
Ketahanan Pangan Daerah merupakan kondisi terpenuhmya Pangan

>bag1 set1ap masyarakat yang tecermm dar1 tersedxanya Pangan yang cukup, ,

|

o Abalk Jumlah maupun rnutunya, aman, merata terjangkau, dan beI'baSIS“

i pada keragaman sumber daya lokal Penyelenggaraan Ketahanan Pangan d1
‘ Daerah merupakan suatu sxstem yang terdlrl dari sub81stem ketersedlaan ;
.keterjangkauan dan pemanfaatan Pangan Sub31stemKetersed1aan Pangan
= ’fberfung31 menjarnm p‘asokan Pangan untuk memenuh1 kebutuhan seluruh o
7 penduduk balk dal"l segi kuantltas kuahtas, , keragaman maupun ‘\ﬁ :
R keamanannya Sub sistem Keterjangkauan Pangan berfungs1 mewujudkan, .

g s1stern dlStI‘lbuSI yang efektlf dan efisien untuk menjamin seluruh rumah '4

: ';tangga dapat memperoleh Pangan dalam Jumlah dan kualitas yang cukup o

|-

: sepanjang Waktu dengan harga yang- terjangkau ‘Subsistem pemanfaatan S

~ “Pangan berfung31 mengarahkan pola pemanfaatan Pangan agar memenuhi

e ;l’kaldah mutu keragaman kandungan GlZl keamanan dan kehalalannya

Ketahanan Pangan dan GlZl merupakan satu kesatuan konsep dalam |
o rangka pembanguna‘n manu31a yang berkuahtas Dalam konteks ini
pembangunan Pangan selrmg dengan upaya pemenuhan konsumsi Pangan L

masyarakat berdasar‘kan kaidah beragam berg1z1 selmbang dan aman
"';:(BQSA) Implementas‘l pendekatannya di Kabupaten Karanganyar adalah -

‘.‘pembangunan Pangan dan Gizi dengan rangkalan keglatan hntas sektor -

mula1 dar1 penylapan 1nfrastruktur dan faktor produks1 usaha Pangan ‘




proses' produkéi dan pengolahan, distribusi, pemasaran dan perdagangan,
sampai pada pemberdayaan“ dan peningkatan kesadaran masyarakat akan

peflunya' konsumsi Pahgan dengan prinsip beragam, bergi'zi seimbang, dan

aman = dengan menggalakkan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan yang dlarahka[m untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan
konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. / »

 Untuk méwujtildkan Produksi Pangan Daerah, dilakukan '
pengembangan Produksi ~Pangan yang bertumpu pada sumberdaya,

kelembagaan dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha

" Pangan, membangun, merehablllta31 dan mengembangkan sarana Produksi -

' membangun kawasan.

Pangan, mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif,” dan

|
|

Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting dalam

sentra Produk31 Pangan.

méndukung'pencapai%m Ketahanan Pangan di Daerah. Budidaya tanaman '

penghasil ‘Pangan dilakukan di atas lahan yang tersedia sehingga beragam

budldaya tanaman Pangan dapat dlhasﬂkan untuk memenuhi kebutuhan

- Pangan masyarakat ]dl Daerah dan upaya mengantisipasi kerawanan

Pangan. , }

Dalam hal pcngélolaah Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan,
| |

:pémenuhan konsumsi Pangan dan Gizi dan menjamin terwujudnya

II.
- Pasal 1

Ketahanan Pangan.

penyelenggaraan Kea;fnanan Pangan di setiap rantai Pangan, Pemerintah

‘Daerah"mempunyai proporsi yang cukup dalam membangun Ketahanan

Pangan dan Gizi, dalam hal ini mengembangkan produk Pangan unggulan

berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal memotivasi dan mendorong

'partlslpa31 masyarakat dalam pembangunan teknologi pertanian, dan

merespon, mengant1s1pa31 dan mengatasi berbagai permasalahan Pangan
dan G1z1 di Daerah, maka dlperlukan 31stem Ketahanan Pangan dan Gizi
secara termtegram \sejak perencanaan, penyelenggaraan pembinaan,
pengawasan = dan pengendahan serta pernblayaan sesuai dengan
kewenangan yang . dimiliki Daerah, Berdésarkan pertimbangan-_ _

pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

PASAL DEMI PASAL

Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup jelas.




‘Pasal 3
S ‘Cukiip jélas.
Pasal 4 |
Cukup jelés.
,Présaf 5 ‘ S
- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) | |

Huruf a

Yang dimaksud “Rencana Pembanguﬁan Daerah” antara lain:
a. RPJMD; | ' | |
b. Ren%tra; dan
- ¢.RKPD .
Hurufb |
e Cukupf jelas.
 Hurufc i ;_
Cukup jelas.
‘Huruf d
Cukup jelas;
Pasal 6 | S
‘Ayat (1)

Yang dimaksud “penyelenggaraaﬁ Ketahanan Pangan” adalah

pemenuhan | akses bagi negara ‘sampai dengan perseorangan
| terhadap Palj'lgan yang cukup, aman, dan bergizi untuk kebufuhan
o Sehari,-hari.v;v | ’ |
Ayat (2). -
o Cukup jelafs.
Pasal 7 "
| Cukup jelaé.
‘Pasal 8
- Cukup jelas.
Pasal 9
| Cukup jelas. |
Pasal 10-
S Ayat(l)

- Cukup jelas. .
' |
- Ayat (2)
Cukup jeias. _

-



‘Ayat (3)
, Cukﬁp jelas.
Ayat (4) ;
Cukup Jelas.
Ayat (5)

Yang dlmaksud dengan “arif dan bijaksana” adalah kata arlf |

memiliki a;tl yakni bijaksana, cerdlk dan berilmu. Sedangkan

kata “bijalésana"‘ memiliki arti yakni selalu menggunakan akal

budinya v‘gefdasérkaﬁ pe_ngalaman dan pengétahuan' yang
;dimilikinyé,memiliki ketajaman pemikiran, pandai dan hati-
hati. | | |
Ayat(6)

| Huruf a } ’

: ,Yang d1maksud dengan “perubahan iklim” adalah
perubahan pola dan 1nten81tas unsur 1k11m khususnya
suhu dan curah hujan pada kondisi perlode waktu

| tertentu terhadap kondisi norrnal >
Huruf b y |
Yang dlmaksud dengan serangan organisme pengganggu.
tumb‘uhan adalah serangan organisme yang. dapat>
merusak mengganggu kehldupan atau menyebabkan

- kematlan tumbuhan.

Yang' dimaksud dengan Wabah penyaklt hewan dan ikan”
adalah ‘penyakit hewan dan. ikan yang dapat -
menimbulkan kerugian ekonbmi ‘keresahan masyarakat,

"-~dan/ atau kematian hewan atau ikan yang tinggi dalam ’
waktu cepat

Huruf c ‘

i Yanédima_ksud dengan "‘_bencana alam” ”adallah bencana -

yangi diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian

- peris.tiway yang,diakibatkan oleh ala‘m‘, antara lain, berupa

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
‘ | :
- kekeringan, angln topan, dan tanah longsor.

‘Hurufd |

Yang dimaksud‘ dengan “bencana sosial” adalah bencana .

yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian

peri%tiwa yang’diakibatkan oleh manusia yang meliputi

-

!



s Huruf g

Pasal 1 1

S Cukup Jelas, r; |

Pasal 12

Cukup Jelas. ‘

Pasal 13

Cukup Jelas.‘ ;

8 Huruf e

- ‘Huruf f

konﬂlk 'soéial antar kelompok atau antarkomumtas .

masyarakat dan /atau teror

B

,Yang d1maksud dengan “pencemaran llngkungan adalah

3

rnasu\k atau dlmasukkannya mahluk hidup, zat,: energi “
‘dan/atau komponen 1a1n ke dalam hngkungan oleh

:\keg1atan manusia - sehmgga melampau1 baku mutu

hngkungan yang telah dltetapkan

Yang d’imaksi\ld dengan ”degradasi sumber"daya‘ lahan -

dan ‘air” adalah penurunan kuahtas dan kuantltas

o sumber daya lahan dan air.

“’:komp’etls1 pemanfaatan sumber daya produk51 Pangan

‘ _mlsalnya pemanfaatan lahan yang seharusnya untuk

prodl‘,lksy Pangan tetap1 dlgunakan untuk keperluan

~ lain di- luar produk31 Pangan karena mem111k1 nilai

, : ,ekonoml yang lebih t1ngg1 |
Huruf h _ , 7
4 : Yang dlmaksud dengan ahh fungs1 penggunaan lahan”

, adalah perubahan fungs1 lahan pertaman men_]adl bukan

|

lahan pertaman balk secara tetap maupun sementara

| ,vHuruf 1 ; ‘ » ‘
< yang} dlmaksud dengan “dlsmsentlf ekonoml ~adalah
kondlsl ekonom1 yang tldak mendukung pemngkatan
: produk31 Pangan nasmnal mlsalnya ket1dakstab11an'

‘harga Pangan persalngan yang tidak adil terhadap ,

komod1tas Pangan dan/atau kebijakan yang berdampak

negatlf pada upaya pemngkatan produk31 Pangan. dalam ”

negeln, ‘misalnya, pembebasan ‘tarif impor Pangan,atau ‘

: pengenaan pungutan yang berlebihan.




L /.Pasal 15 :
Cukup_]elas. S

;;'pas'al 14

Ayat (1)

Yang dlmaksud dengan “skala KI‘ISIS Pangan adalah ukuran yang

dlgunakan

untuk menentukan,

kerawanan Pangan

Ayat (2)

= Cukup JelaS',

Ayat(3) ‘

e Pasal 16

Cukup_]elas. )

: "’Pasal 17

5 Cukup Jelasb, ;'

B :Pasal 18

s Pasal 19

‘i",'rPasa121 o .
% Ayat (1)

Cukup Jelas.; .

[ e \ Cukupjelas;
v Pasal 20 "
' Cukup Jelas. '

}
|

Cukupjelas;k e

L ‘Hurufb

g Huruf c

Hurufd 1
. Hurufe

: Huruf f

Huruf a

Cukup Jelas

Cukup Jelas

pengolahan

suatu daerah mengalami

y'»_Yang dlmaksud denganV “Sistem ‘insentif bagl usaha

Lokal” ~antara laln' berupa

: fperhndungan dan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha

L 'Pangan untuk menlngkatkan eﬁ51en81 dan daya samg

Cukup Jelas
Cukup Jelas

S Cukup Jelas




Huruf g ,
- Cukup jelas.
Huruf h :
Cukup jelas.
" Hurufi |
) Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
 Pasal22 |
Ayat (1)
Cukup _]elas
Ayat (2) ‘

Yang dlméksud dengan “pola Pangan harapan adalah suatu
metode yang dlgunakan untuk menilai Jumlah dan komposisi
‘atau keteﬁsedman _ L
. Yang dimlaksud dengan “ukuran lainnya” adalah kriteria atau.
indikator ;sesuai dengan perkembéngan ilmu pengetahuan dan
teknologi. o '
~ Pasal 23 ; |
- Cukup jelas.-

" Pasal 24 '
| 'Cukup jelas.
Pasal 25 |

A Cukup jelas. -
Pasal 26
. Cukup jelas.
. Pasél 27
. Cukup jelas.
Pasal 28 '
~ Cukup Jelas.
) Pasal 29
| Cukup Jelas.
Pasal 30

Huruf a
Cukup Jelas.

" Huruf b
| Cukup Jelas.




' .' Pasal 32 \

Huruf c - ‘
Yang dlmaksud dengan “inkubasi industri Pangan Lokal”
adalah proses pembmaan dan pengembangan Pelaku Usaha
Pangan Lokal antara lain melalu1 penyediaan sarana dan

prasarana usaha pengembangan usaha dan dukungan

|

manajemen dan teknologi, agar dapat berkembang menjadi

‘pelaku u‘saha tangguh dan berdaya salng

Huruf d ’ \ :
Cukup J?Ias
Pasal 31 3

|

|

Cukup Jelas |
Cukup jelas. |

Pasal 33 ‘

' Cukup jelas.

Pasal34 = |
Ayat (1)

_ Huruf a

Yang d‘lmaksud dengaﬁ “pemblnaan adalah keg1atan yang
\dllakuk_an untuk membina sistem Distribusi Pangan
dilakukjan_ derigan pembimbingan teknis di bidang Distribusi
Pangan} - dan pényediaan _ infrastruktur dan seluruh
N pendukung Kemandlrlan Pangan pada berbagai sektor sesuai

kewenangan Daerah
Huruf b ‘

Yang dlmaksud dengan pemantauan ~adalah memantau

sistem Dlstrlbu31 Pangan dllakukan dengan memantau dan

|

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Distribusi dan
Qadanéan Pangan serta penyediaan infrastruktur dan
| seluruﬂ pendukung Kemandirian Pangan pada' berbagai
7 | sektor sesuai kewenangan Daerah.
Huruf c | | " ,
Yang ‘ dimaksud | dengan “pengendalian”  adalah -
v‘mengendahkan sistem Distribusi Pangan dllakukan yang
dapat’ meruglkan petani sebagai produsen, pengolah Pangan,

pedagang hmgga konsumen dan berpotensi memmbulkan.

|

keresahan sosial.




Huruf d

Yang d1maksud dengan “faS1hta31” adalah fasilitasi dlStI‘lbUSl

dllakukan ‘dengan penylapan koordinasi penyedlaan dan

3 penyaluran Pangan Pokok atau Pangan 1a1nnya dalarn rangka

‘ stablhsa81 pasokan dan harga Pangan

Ayat (2)

Cukup Jelas

"Pasal 35

L Cukup Jelas..

e Pasal 36

e Cukup Jelas. '

v .Pasal 37

'Cukupj’e‘las. ol

- Pasal 38
- Ayat(l)

Cukup Jelasi

Ayét (2)

Yang dlrnaksud dengan stab111sas1 pasokan dan Pangan Pokok“ .

adalah upaya yang d1lakukan pemermtah untuk menjaga

\,’j,Pasal 39

Cukup Jelas.

‘ Pasal 40

3 Pasal 41

Cukup Jelas.A .

Pasal 42

B ’Pasal 43

*Hurufa

Cukup _]elas.‘ ,

Cukup Jelas.

|

Ketersedlaan Pangan Pokok

: Yang dlmaksud dengan angka kecukupan G121 “adalah

besarnya zat Gizi yang dlperlukan oleh perseorangan dalam”

'Hurufb

o Huruf c

Cukup Jelas

satu popula31 untuk dapat h1dup sehat aktlf dan produktlf

Cukup Jelas




"Pasa144 v
CukupjdaSV'
Pasal45
S Cukupjdas
 Pasal 46 -
& Cukup jelas. |
Pasal 47 oo | Jv
: Cukqudas. |
Pasal48 _
, Cukupjdas
Pasal49 ,
- Cukup jelas. i
* Pasal 50 | f ’
- Cukup jelas.
| Pasal 51
-Cukup jelas. |
Pasal 52 |
B ,.Cukupjelas./"
Pasa153

Cukupjda& ﬂ
kPasa154
,gCukupjda&fjv
Pasal 55 :
| - Cukup jelas.

Pasal 56
| - Cukup jelas.
‘Pasal 57 | (
Cukup jelas. |

: Pasa158
Cukupjda&
Pasal 59 3
| Ayatl’ \

, Cukupjﬂa&
Ayat2 ‘
I{urufa [

K
|
Cukupjda&

.-_J
|



~Hurufb o
"Yang dimaksud dengan” Rawan Pangén- dan Gizi adalah
‘ reﬂeks’i dari situasi kecukupan Pangan dé.n Gizi individu -
pada komunltas atau kelompok masyarakat di suatu
| w11ayah sebaga1 dampak ketidaklancaran akses terhadap

- | Pangap, baik secara fisik, 3931a1 maupun ekonomi.

Pasal 60 y | | o |
‘Cukup jelés;
‘Pasal 61
' | Cukup jelas. |
"Pasal‘ 62 ,
| Cukup jelas.
Pasal63
, . Cukup jelas. |
Pasal 64 - |
Cukup jelas. | _ S .

Pasal 65 | | o
¥ Cukup _]elas. |

Pasal 66

_ Cukup _]elas.: N
Pasal 67 |
: Cukup Jelas; |
Pasal 68 ‘ t

Cukup jelas. |
Pasal 69 |
o ‘Cukup Jelas. ’

Pasal 70

o Cukup Jelas.
Pasal 71 - B
| ' Cukup | jelas. |

| Pasal‘72 B _
_ Cukup Jelas; |
‘ Pasal 73 ' v »
Cukup jelas. \

~ Pasal 74 o
Cukup Jelas;'
Pasal 75 |
3 Cukup jélas.




Pasal 76

- Cukup jelas.
Pasal 77 o - ’ LT

Cukup jelas. a o .

Pasal 78 - o
Ayat() | |

Yang dlrnaksud dengan “masyarakat” ~adalah - kelbmpok'

: masyarakat di Daerah yang memiliki kont’ribusi dalam

mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi seperti : Kelompok

Tani, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan kelompok lamnya

yang mem1hk1 kepedulian di bidang Pangan dan Gizi
Ayat 2) “
| ‘Cukup jelas.
‘Ayat (3) ‘
Cukup jela%.
Pasal 79 L |
‘ Cukup jelas. :
Pasal 80 o ; :
Cukup jelas. I
Pasal 81 |
Cukup jelas.
Pasal 82 - |
Ciikup Jelas
Pasal 83 L |
Cukup jelas. |
‘Pasal 84 o
Ayat (1) . B
Cukup jelas.l“
 Ayat (2)
"Huruf a \ : |
. Yang td’imaksud dengan “‘penyesuaian iklim” adalah
penyesualan waktu dan pola tanam sesuai dengan
perubahan 1khrn
| Huruf b I‘/
Cukup jelas.
L

i

L.
Cukup jelas.

Huruf ¢



Huruf d
| Cukup jelas
Pasal 85 |
| Cukup jelas.
- Pasal 86 |
o Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
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